
BUPATI SELUMA 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR ~ TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 49 TAHUN 2022 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SELUMA TAHUN 2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SELUMA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat 
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017, bahwa Rancangan Perkada tentang Perubahan 
RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui 
Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan 
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah 
tentang Perubahan RKPD; 

b. bahwa untuk penyesuaian prioritas dan sasaran 
pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas 
daerah, maka perlu adanya Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 
2023; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten 

Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik r 

Indonesia Nomor 4266); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamb~an 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional clan/ atau 
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Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6485); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem 
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancarnan Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6485); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4664); 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

14. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1114); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Ten tang Laporan 
Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
228); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
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ce 

Menetapkan 

2020 Nomor 1781); 

20. Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 8 
Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2024; 

21 . Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 
2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Seluma Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 
Nomor 5); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seluma Tahun 2021 Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seluma 
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Seluma Tahun 2005 Nomor 5); 

MEMUTUSKAN: 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SELUMA 
NOMOR 49 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 
2023. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma. 
2 . Bupati adalah Bupati Seluma 
3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20(dua 
puluh) Tahun. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat 
RPJMD adalah dokumen perencanaan periode 5(1ima) Tahun. 

6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disebut 
RENSTRA-PD adalah dokumen perencanaan periode 5(1ima) Tahun. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah . dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 
l(satu) tahun. 

Pasal 2 

Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD dan 

dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan program yang disusun 

dengan landasan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 

Kebij~ Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus 
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dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan 
antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 
tahun sebelumnya harus digunakan dalarn Tahun Anggaran berjalan. 

Pasal 3 

(1) Sistematika RKPD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun 2023 terdiri dari: 
BAB I PENDAHULUAN 
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN 

BAB III 
BABN 
BABV 
BAB VI 

TRIWULAN KE DUA 
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 
PENUTUP 

(2) Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Perubahan Kabupaten Seluma Tahun 
2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam La.rnpiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2023. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Seluma. 

Ditetapkan di Tais 
pada tanggal 4 ~uw.i~ 2023 

cfl: BUPATI SELUMA, 

Diundangkan di Tais 
pada tanggal 1 A~\.I\WS 2023 

SE :ARIS DAERAH 
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